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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum 

yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan 

perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar 

tercipta rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di 

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diperoleh oleh hukum. Perlindungan hukum perdata terhadap nasabah 

tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

pada peraturan yang telah dibahas dinyatakan bahwa bank wajib 

menjamin dana masyarakat, menjaga keamanan simpanan yang berada 

dalam tanggung jawabnya, nasabah berhak atas kenyamanan, keamanan 

mengkonsumsi jasa dan bank memberikan laporan tentang posisi saldo 

secara akurat. Bank setelah menerima pengaduan konsumen wajib 

menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi. Pihak-

pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap 

pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik/atau menggunakan 

Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian dan bank wajib 

memastikan kelangsungan, kestabilan operasional Teknologi Informasi 

serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan 

operasional bank. 

2. Nasabah  dalam hal ingin mengajukan gugatan harus mengetahui terlebih 

dahulu apa yang dapat dijadikan dasar gugatan. Nasabah yang dirugikan 

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Bank X. Dalam hal ini, 
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para pihak terikat oleh perjanjian penyimpanan dana. Hubungan hukum 

tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam kasus bank X ini adanya 

perjanjian, mengindikasikan wanprestasi tetapi prestasinya tidak terukur 

Dengan demikian, gugatan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh 

ganti rugi dalam permasalahan ini yaitu gugatan PMH dan syarat 

menggugat ganti rugi berdasarkan PMH harus dipenuhi. 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, kiranya 

terdapat beberapa hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan : 

1. Mengingat sistem Teknologi Informasi sangat rentan menyebabkan 

kerugian nasabah sehingga perlunya peningkatan manajemen bank 

dalam menjaga keakuratan dan keberlakuan sistem teknologi 

informasi. 

2. Pengawasan yang lebih ketat dari OJK dalam memantau sistem 

teknologi perbankan. 

3. Bank seharusnya cepat tanggap dan memberikan informasi 

mengenai permasalahan tersebut secara akurat. 

4. Berkaitan dengan peraturan, diharapkan baik pemerintah maupun 

pihak bank sendiri dapat membuat atau melakukan penyesuaian 

peraturan dengan memperhatikan karakteristik dari kelalaian dalam 

pemeliharaan sistem teknologi informasi yang mengakibatkan 

kerugian terhadap nasabah.  
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